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Abstract 

This paper discusses the application of sharia accounting on mudharabah transactions in Islamic banking in 

Indonesia and Malaysia. Mudharabah is one of the flagship products in the Islamic banking industry in both 

countries. Proper implementation of accounting for mudharabah transactions is crucial to maintain transparency, 

accountability, and compliance with sharia principles. This study aims to analyze the application of sharia 

accounting on mudharabah transactions in Islamic banking in Indonesia and Malaysia. The research method 

used is a literature study by collecting data from various sources such as regulations, accounting standards, and 

related literature. The results show that there are similarities and differences in the application of sharia 

accounting on mudharabah transactions between Indonesia and Malaysia. The similarities include the 

recognition, measurement, and presentation of mudharabah transactions which are guided by the respective 

country's sharia accounting standards. The differences lie in the regulations, implementation practices, and 

disclosure of information related to mudharabah transactions in the financial statements. 
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1. PENDAHULUAN 

Akad mudharabah merupakan salah satu produk 

unggulan industri perbankan syariah di Indonesia dan 

Malaysia. Dalam skema mudharabah, bank syariah 

bertindak sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan 

nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). 

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana 

tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil 

yang disepakati di awal akad. Penerapan akuntansi 

yang baik pada transaksi mudharabah sangat penting 

yang dapat kita lihat melalui transparansi, 

akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. 

Informasi berdasarkan data: Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mengungkapkan pada akhir tahun 2022, 

pembiayaan mudharabah di perbankan syariah 

Indonesia mencapai Rp 60,56 triliun atau sekitar 8,8% 

dari total pembiayaan. Di Malaysia juga pada akhir 

tahun 2022 mencapai RM 70,56 miliar atau 7,1% dari 

total pembiayaan, pembiayaan mudharabah oleh bank 

syariah terus meningkat (Bank Negara Malaysia, 

2022). Tabel 1 menggambarkan besaran transaksi 

mudharabah di perbankan syariah Indonesia dan 

Malaysia dalam kurun waktu 2020-2023: 

Tabel 1. Besaran Transaksi Mudharabah di 

Perbankan Syariah 

Indonesia (Idr) Malaysia (Idr) 

2020 Rp. 35,792 Miliar 2020 Rp. 92,964 Miliar 

2021 Rp. 39,114 Miliar 2021 Rp. 101,251 Miliar 

2022 Rp. 42,882 Miliar 2022 Rp. 110,565 Miliar 

2023 Rp. 46,973 Miliar 2023 Rp. 120,672 Miliar 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank 

Negara Malaysia. 

Eksplorasi penerapan akuntansi syariah akhir-

akhir ini disikapi melalui transaksi mudharabah di 

ranah perbankan syariah untuk Indonesia dan 

Malaysia. Penelitian yang dilakukan oleh (J. Arifin et 

al., 2020) menyebutkan bahwa bank syariah di 

Indonesia telah menerapkan PSAK 105 tentang 

Akuntansi Mudharabah dalam pencatatan dan 

pelaporan transaksi mudharabah, meskipun masih 
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terdapat kendala dalam penerapannya. Dalam 

penelitian berbeda yang dilakukan (Bakar et al., 2022) 

ditemukan bahwa bank syariah Malaysia juga telah 

menerapkan AAOIFI dan MASB dengan mengadopsi 

standar akuntansi mereka dalam pencatatan transaksi 

mudharabah. Transaksi mudharabah di kedua negara. 

Namun meskipun praktik akuntansi syariah telah 

diterapkan, masih terdapat beberapa permasalahan 

dan tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu 

tantangan utamanya adalah perbedaan perlakuan 

akuntansi antara Indonesia dan Malaysia, yang dapat 

membatasi akses informasi bagi pemangku 

kepentingan (Hudaib & Mirza, 2021) ditambah 

permasalahan lainnya. Penelitian (Rahim & Zakaria, 

2021) mengidentifikasi beberapa hal: kurangnya 

pemahaman yang memadai tentang akuntansi 

mudharabah di kalangan praktisi perbankan syariah, 

serta perlunya meningkatkan kualitas keterbukaan 

informasi keuangan terkait transaksi mudharabah oleh 

bank syariah di Malaysia. 

Penelitian yang dilakukan oleh  (Meilani et al., 

2022) di Indonesia mengungkapkan adanya 

kesenjangan antara praktik akuntansi mudharabah 

yang diterapkan oleh bank syariah dan standar 

akuntansi syariah yang mungkin dapat menyebabkan 

salah urus kepercayaan pemangku kepentingan dan 

kualitas pelaporan keuangan yang tidak produktif. 

Pentingnya menerapkan akuntansi syariah yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah dan dengan demikian 

mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah 

yang berkelanjutan penelitian lebih lanjut mengenai 

praktik akuntansi syariah lebih relevan, khususnya 

transaksi mudharabah di Indonesia dan Malaysia. 

Studi ini akan mengeksplorasi dan membedakan 

penerapan akuntansi mudharabah di perbankan 

syariah antara kedua negara dan memunculkan 

permasalahan dan tantangan yang dicatat serta 

rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan 

kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah sebagai 

hasilnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

peningkatan praktik akuntansi syariah, dengan 

referensi khusus pada transaksi mudharabah di 

industri perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. 

Hasil penelitian ini juga berguna sebagai pedoman 

bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam menyempurnakan kebijakan dan penetapan 

standar akuntansi syariah khususnya pada transaksi 

mudharabah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, 

berikut rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu: 

(A) Bagaimana penerapan akuntansi syariah atas 

transaksi mudharabah pada perbankan syariah di 

Indonesia? (1) Bagaimana regulasi dan standar 

akuntansi syariah yang mengatur pencatatan dan 

pelaporan atas transaksi mudharabah di Indonesia? (2) 

Bagaimana implementasi atas transaksi mudharabah 

yang diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia? 

(B) Bagaimana penerapan akuntansi syariah atas 

transaksi mudharabah pada perbankan syariah di 

Malaysia? (1) Bagaimana regulasi dan standar 

akuntansi syariah yang mengatur pencatatan dan 

pelaporan atas transaksi mudharabah di Malaysia? (2) 

Bagaimana implementasi atas transaksi mudharabah 

yang diterapkan oleh perbankan syariah di Malaysia? 

(C) Apa saja persamaan dan perbedaan penerapan 

akuntansi syariah atas transaksi mudharabah pada 

perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia? 

LITERATURE REVIEW 

Akuntansi Syariah 

Teori akuntansi syariah (Islamic accounting 

theory) merupakan grand theory yang menjadi 

landasan pengembangan dan praktik akuntansi 

berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Hameed, 2000). 

Teori ini memiliki beberapa ciri utama, antara lain 

landasan filosofis yang berdasarkan prinsip-prinsip 

Islam, seperti tauhid (keesaan Tuhan), keadilan, dan 

akuntabilitas (Pratiwi, 2016). Teori ini memandang 

akuntansi sebagai alat untuk memenuhi tanggung 

jawab spiritual dan mencapai manfaat bagi seluruh 

pemangku kepentingan (Haniffa & Hudaib, 2002). 

Transaksi Mudharabah 

Transaksi mudharabah adalah transaksi dimana 

salah satu pihak (shahibul maal) menyediakan modal 

dan pihak lain (mudharib) mengelolanya. Keuntungan 

dibagikan diantara mereka berdasarkan rasio yang 

telah ditentukan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). 

Menurut(Anjani & Hasmarani, 2016), penelitian 

mengungkapkan bahwa mudharabah merupakan 

produk pembiayaan utama yang digunakan dalam 

perbankan syariah di Indonesia dan juga Malaysia. 

Penerapan Akuntansi Syariah pada Transaksi 

Mudharabah 

(Anjani & Hasmarani, 2016) menemukan dalam 

penelitiannya bahwa penerapan akuntansi syariah 

pada pembiayaan mudharabah di perbankan syariah 

Indonesia menghadirkan tantangan, termasuk 

perbedaan antara perlakuan akuntansi bank syariah 
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dan standar akuntansi syariah. Di sisi lain, Amin dan 

Salleh (2023) sampai pada kesimpulan dalam 

penelitian yang mereka terbitkan bahwa Malaysia 

memiliki kerangka peraturan yang lebih komprehensif 

dalam menangani transaksi mudharabah di perbankan 

syariah melalui penggunaan standar akuntansi syariah 

yang lebih canggih. 

Perbandingan Penerapan Akuntansi Syariah pada 

Transaksi Mudharabah 

Terdapat sejumlah penelitian yang 

membandingkan penerapan akuntansi syariah 

terhadap transaksi mudharabah pada perbankan 

syariah antara Indonesia dan Malaysia. Misalnya saja 

seperti penelitian (Anjani & Hasmarani, 2016) dan 

Amin dan Salleh (2023). Hasilnya menunjukkan 

kesenjangan dalam kerangka peraturan dan standar 

akuntansi serta praktik penerapan akuntansi syariah 

dalam transaksi mudharabah. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis studi komparatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, 

buku, laporan, dan peraturan terkait. 

Jenis dan Sumber Data 

Data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah yang 

membahas tentang penerapan akuntansi syariah 

dengan fokus khusus pada transaksi mudharabah di 

Indonesia dan Malaysia. 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data dan studi dokumentasi. Dokumen-dokumen yang 

dikumpulkan dan dikaji oleh peneliti antara lain jurnal 

ilmiah, buku, laporan dan peraturan yang berkaitan 

dengan penerapan akuntansi syariah untuk transaksi 

mudharabah di Indonesia dan Malaysia. 

Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis komparatif. Penelitian ini 

membandingkan penerapan akuntansi syariah untuk 

transaksi mudharabah di Indonesia dan Malaysia 

berdasarkan data yang dikumpulkan. Perbandingan 

tersebut dilakukan dari sudut pandang pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 

mudharabah dalam laporan keuangan bank umum 

syariah. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Penerapan Akuntansi Syariah atas Transaksi 

Mudharabah pada Perbankan Syariah di 

Indonesia 

Regulasi atas Transaksi Mudharabah pada 

Perbankan Syariah di Indonesia  

Aturan dan standar akuntansi syariah yang 

mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi 

mudharabah di Indonesia mengacu pada PSAK 105 

yang merupakan bagian dari publikasi Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) tentang Akuntansi Mudharabah. 

PSAK 105 mengatur prinsip akuntansi yang harus 

dipatuhi oleh entitas syariah, termasuk perbankan 

syariah  ketika mencatat dan melaporkan transaksi 

mudharabah. 

Sesuai dengan PSAK 105, pencatatan transaksi 

mudharabah didasarkan pada prinsip syariah yaitu: 

a. Pengakuan dan pengukuran: Shahibul maal 

(pemilik dana) mengakui dananya sebagai 

investasi mudharabah pada saat membayar tunai 

atau menyerahkan aset non tunai kepada 

mudharib (pengelola dana). Mudharib mengakui 

penerimaan dana mudharabah sebagai utang 

mudharabah. 

b. Pembagian hasil usaha dihitung berdasarkan 

nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam 

perjanjian kerja sama dan bagi hasil. Apabila 

terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh 

kelalaian pihak mudharib, maka kerugian tersebut 

akan menurunkan investasi mudharabah. 

c. Investasi mudharabah disajikan sebagai 

komponen tersendiri dalam penyajian neraca. 

Pendapatan usaha mudharabah disajikan secara 

bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. 

d. Entitas syariah mempunyai kewajiban untuk 

memberikan keterbukaan informasi mengenai 

transaksi mudharabah seperti jumlah modal dan 

nisbah bagi hasil. Persyaratannya harus 

dijabarkan dengan jelas termasuk durasi dan 

rincian terkait lainnya. 

Selain PSAK 105, aturan lain yang mengatur 

akuntansi mudharabah di Indonesia adalah Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) tentang Perbankan Syariah. Kedua regulator 

tersebut menetapkan ketentuan terkait kepatuhan 

terhadap prinsip syariah pada berbagai aspek 

pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati & 

Suprihatin, 2021) mengungkapkan bahwa PSAK 105 
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banyak digunakan oleh perbankan syariah di 

Indonesia. Penelitian mereka menemukan bahwa bank 

syariah telah menerapkan prinsip akuntansi 

mudharabah berdasarkan PSAK 105 yaitu diakui, 

diukur, disajikan, dan diungkapkan. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

(Purwaningsih & Nugroho, 2022) menyebutkan 

bahwa penerapan PSAK 105 dalam perbankan syariah 

Indonesia membantu meningkatkan transparansi 

keuangannya yang pada gilirannya menciptakan 

akuntabilitas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah. Temuan penelitian ini konsisten dengan 

tujuan utama PSAK 105, yaitu untuk memastikan 

penyediaan standar akuntansi berdasarkan prinsip 

syariah. 

Implementasi atas Transaksi Mudharabah pada 

Perbankan Syariah Indonesia 

Penerapan PSAK 105 dalam akuntansi transaksi 

mudharabah merupakan salah satu cara penerapan 

perbankan syariah secara praktis di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & 

Triyuwono, 2021), diketahui bahwa bank syariah 

Indonesia telah memperhatikan prinsip-prinsip 

syariah dalam menangani akuntansi mudharabah, 

seperti: 

a. Pengakuan dan pengukuran. Dalam hal dana 

mudharabah diterima dari nasabah, bank syariah 

mengakuinya sebagai liabilitas, dan pembiayaan 

mudharabah yang disalurkan kepada nasabah 

diakui sebagai aset. 

b. Bagi hasil. Cara penghitungan bagi hasil oleh 

bank syariah didasarkan pada nisbah yang 

disepakati dalam akad; Namun jika terjadi 

kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian 

pihak mudharib maka akan menghilangkan 

investasi tersebut. Kerugian akan mengurangi 

investasi mudharabah karena kerugian terjadi 

tanpa adanya kesalahan dari kedua belah pihak. 

c. Penyajian: Investasi mudharabah adalah cara bank 

syariah biasanya menyajikannya dalam 

komponen tersendiri dalam neracanya, dan 

pendapatan dari usaha mudharabah ditampilkan 

secara bersih setelah dikurangi biaya-biaya 

terkait. 

d. Pengungkapan: Informasi yang berkaitan dengan 

transaksi mudharabah, seperti jumlah dana dan 

nisbah bagi hasil, antara lain (jangka waktu), 

diungkapkan oleh bank syariah dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 

(Mustika & Anwar, 2022) juga Perbankan syariah 

Indonesia dapat mengelola penerapan akuntansi 

syariah dengan baik sesuai dengan PSAK 105. Hal ini 

tidak hanya akan mendorong transparansi dan 

akuntabilitas keuangan tetapi juga tetap sejalan 

dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya 

melalui kepercayaan publik, memungkinkan sektor ini 

untuk meningkatkan daya saingnya di pasar Indonesia 

dan berpotensi memperoleh pangsa pasar yang lebih 

besar. Adopsi akuntansi syariah dalam perspektif 

kepatuhan terhadap PSAK 105 merupakan 

keuntungan besar bagi perbankan syariah Indonesia 

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

keuangan yang seharusnya dilakukan berdasarkan 

prinsip syariah, sehingga kepercayaan masyarakat 

juga dapat ditingkatkan dan daya saing sektor 

perbankan syariah di Indonesia dapat ditingkatkan. 

Indonesia. Di sisi lain, banyak tantangan yang 

menghadang bank syariah ketika mereka memulai 

penerapan akuntansi mudharabah—salah satunya 

adalah kurangnya pemahaman pihak-pihak yang 

terlibat, dan kurangnya sumber daya manusia yang 

mampu, sehingga memerlukan peningkatan kualitas. 

standar akuntansi syariah yang ada. Studi yang lebih 

komprehensif diperlukan untuk mengenali tantangan-

tantangan ini dan mengatasinya dengan solusi yang 

tepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, Nugroho, et 

al., 2021) merupakan salah satu penelitian yang 

mengeksplorasi tantangan penerapan akuntansi 

mudharabah di perbankan syariah. Mereka 

mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman yang 

berasal dari internal bank syariah seperti staf 

keuangan dan auditor internal adalah hambatan dalam 

penerapan PSAK 105, serta terbatasnya sumber daya 

manusia yang berkompeten di bidang akuntansi 

syariah yang menjadi tantangan tersendiri. Untuk 

mengatasi tantangan tersebut, penelitian yang 

dilakukan oleh (Sari, Triyuwono, et al., 2021) 

merekomendasikan agar kompetensi sumber daya 

manusia ditingkatkan melalui pelatihan dan 

pengembangan untuk memastikan pemahaman yang 

lebih baik tentang standar akuntansi syariah, yang 

harus lebih pragmatis dan mudah dipahami oleh 

pemangku kepentingan industri perbankan syariah. 

Saran yang disampaikan Purwaningsih dan Nugroho 

(2022) berdasarkan penelitiannya adalah perlunya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 

penyatuan standar akuntansi syariah secara nasional 
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dan internasional. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh (Mahfudz et al., 2022) menunjukkan 

bahwa teknologi informasi dapat mendukung 

perbankan syariah dengan meningkatkan akuntansi 

mudharabah melalui pencatatan dan akurasi laporan 

yang lebih baik. Penerapan SIA terintegrasi 

memudahkan proses pencatatan transaksi dan 

penghitungan keuntungan yang akan dibagi serta 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 

105. 

Kesimpulannya, Perbankan Syariah Indonesia 

dapat dikatakan telah menerapkan PSAK 105 dalam 

pencatatan dan penyajian rekening transaksi keuangan 

mudharabah. Meskipun terdapat beberapa tantangan, 

praktik akuntansi mudharabah di perbankan syariah 

Indonesia secara umum telah sesuai dengan prinsip 

syariah sebagaimana tercantum dalam PSAK 105. 

Meningkatkan keahlian staf: kompetensi sumber daya 

manusia, harmonisasi standar akuntansi syariah; 

menggunakan teknologi: teknologi informasi. Hal-hal 

tersebut dapat dilakukan untuk mengoptimalkan 

penerapan akuntansi mudharabah pada Perbankan 

Syariah Indonesia. 

3.2. Penerapan Akuntansi Syariah atas Transaksi 

Mudharabah pada Perbankan Syariah di 

Malaysia 

Regulasi dan Standar Akuntansi Syariah atas 

Transaksi Mudharabah di Malaysia 

Peraturan dan piawaian perakaunan syariah yang 

mengawal perekodan dan pelaporan transaksi 

mudharabah di Malaysia didokumenkan dalam 

beberapa penerbitan penting. Lembaga Piawaian 

Perakaunan Malaysia (MASB) pertama kali 

menerbitkan MFRS 128: Pelaburan dalam Syarikat 

Bersekutu dan Usaha Sama yang mengawal layanan 

perakaunan untuk pelaburan ke dalam entiti bersekutu 

dan pengaturan bersama-sama sekali gus termasuk 

kontrak mudharabah (MASB, 2018). Selain itu, Bank 

Negara Malaysia (BNM) sebagai pihak berkuasa 

perbankan di Malaysia juga telah menerbitkan 

Piawaian Syariah yang memandu penggunaan prinsip 

syariah dalam amalan perbankan termasuk transaksi 

mudharabah (BNM, 2020). Diperolehi daripada 

MFRS 128 dan Piawaian Syariah BNM, boleh diambil 

perhatian bahawa dalam perbankan Syariah di 

Malaysia urus niaga mudharabah dilihat sebagai 

pelaburan. Apabila bertindak sebagai pemilik modal 

(rabb al-mal), bank syariah merekodkan pelaburan 

sebagai aset pada kunci kira-kiranya; tetapi apabila 

bertindak sebagai pengurus (mudharib), pelaburan 

direkodkan di luar kunci kira-kira. Perkongsian 

keuntungan pelaburan mudharabah diiktiraf sebagai 

perkongsian pendapatan dan kerugian diiktiraf 

sebagai jumlah negatif dalam penyata untung rugi 

bank. Selain itu, BNM memerlukan bank syariah 

untuk menghasilkan Laporan Sumber dan 

Penggunaan Dana Kebajikan. Ini adalah satu lagi 

langkah ke arah akauntabiliti bagi pengurusan dana 

kebajikan yang diterima daripada pelanggan— 

termasuk yang datang daripada sumber halal lain. 

Laporan tersebut berfungsi sebagai mekanisme bagi 

bank syariah untuk menunjukkan pematuhan prinsip 

syariah dalam amalan perniagaan mereka. 

Peraturan dan piawaian perakaunan syariah di 

Malaysia telah cukup komprehensif dalam mengawal 

selia perekodan dan pelaporan transaksi mudharabah. 

Beberapa kajian terbaru menunjukkan ini. (Adawiyah, 

2020) mendapati Malaysia mempunyai rangka kerja 

kawal selia yang lebih jelas dan tersusun berkaitan 

perkara itu dalam kajiannya membandingkan layanan 

perakaunan mudharabah antara Malaysia dan 

Indonesia. Afandi dan Muda (2021) juga 

mengesahkan bahawa amalan perakaunan 

mudharabah dalam perbankan syariah Malaysia 

adalah selaras dengan peruntukan MFRS 128 dan 

Piawaian Syariah BNM, oleh itu, seperti yang 

dinyatakan di atas. Walaupun begitu, (Arif & 

Sulaiman, 2022) menegaskan dalam kajian mereka 

terdapat beberapa cabaran dalam menggunakan 

perakaunan mudharabah di Malaysia. Sebagai contoh, 

layanan yang berbeza di kalangan bank syariah ialah 

bagaimana mereka mengklasifikasikan pembiayaan 

mudharabah sama ada sebagai aset atau pelaburan. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka 

regulasi dan standar akuntansi syariah telah tersedia, 

masih diperlukan harmonisasi dan konsistensi dalam 

implementasinya oleh perbankan syariah di Malaysia. 

Implementasi Pencatatan dan Pelaporan 

Transaksi Mudharabah di Perbankan Syariah 

Malaysia 

Penerapan perlakuan akuntansi atas transaksi 

mudharabah telah dilakukan oleh perbankan syariah di 

Malaysia dengan praktik dan standar yang sesuai dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya, beberapa praktik pencatatan 

dan pelaporan transaksi mudharabah yang diterapkan 

oleh perbankan syariah di Malaysia antara lain: 

a. Pencatatan Investasi Mudharabah sebagai Aset 
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Bank syariah berperan sebagai pemilik 

modal (rabb al-mal) ketika investasi mudharabah 

dicatat sebagai aset pada neraca bank. Harta 

tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis 

akadnya, misalnya mudharabah mutlaqah atau 

mudharabah muqayyadah. Pencatatan ini 

konsisten dengan PSAK 128 yang mengatur 

perlakuan akuntansi untuk investasi pada entitas 

asosiasi dan pengaturan bersama. 

b. Pencatatan Investasi Mudharabah sebagai Aset 

Kelolaan 

Jika bank syariah berperan sebagai pengelola 

(mudharib), maka investasi mudharabah 

didokumentasikan sebagai aset yang dikelola (off-

balance sheet) milik bank.  Dokumentasi ini 

dibuat untuk membedakan antara harta yang 

dimiliki sepenuhnya oleh bank dengan yang 

dikelola berdasarkan akad mudharabah. Aset yang 

dikelola ini pada akhirnya diungkapkan dalam 

catatan atas laporan keuangan. 

c. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah 

Pendapatan bagi hasil investasi mudharabah 

diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi 

bank syariah. Porsi bagi hasil yang diakui akan 

diubah agar sesuai dengan  kesepakatan nisbah 

bagi hasil antara bank syariah dan nasabahnya. 

d. Pengakuan Kerugian Mudharabah 

Apabila terjadi kerugian dalam investasi 

mudharabah, maka dicatat sebagai beban pada 

laporan laba rugi bank syariah; kecuali mudharib 

yang bersalah. Dalam hal ini kerugian ditanggung 

oleh mudharib. 

e. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 

Kebajikan 

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan 

wajib dilaporkan oleh bank syariah sebagai 

ukuran pertanggungjawaban pengelolaan dana 

kebajikan yang diterima dari nasabah, termasuk 

denda atas keterlambatan pembayaran angsuran 

mudharabah yang merupakan penyelewengan 

sumber halal. 

Penelitian menemukan bahwa praktik akuntansi 

transaksi mudharabah perbankan syariah di Malaysia 

secara umum mematuhi peraturan dan standar 

akuntansi syariah yang relevan. Dalam studi kasusnya 

terhadap beberapa bank syariah di Malaysia, (Bahari 

& Baharudin, 2021) mencatat bahwa transaksi 

mudharabah dicatat dengan mengikuti prinsip 

akuntansi berdasarkan MFRS 128. Bank syariah 

mengklasifikasikan pembiayaan mudharabah sebagai 

investasi dan mengakui bagi hasil sesuai dengan 

nisbah bagi hasil. Mereka setuju dengan praktik ini. 

Laporan keuangan mengungkapkan rincian transaksi 

mudharabah secara transparan. (Hamzah & Yusoff, 

2020) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa 

bank syariah Malaysia mengacu pada Standar Syariah 

BNM ketika menangani praktik akuntansi 

mudharabah. Mereka mengakui, mengukur, 

menyajikan dan mengungkapkan transaksi 

mudharabah sesuai dengan hukum dan peraturan 

syariah yang sesuai. Di sisi lain, (Ousama & Fatima, 

2022) menemukan sejumlah permasalahan yang 

menghambat perbankan syariah di Malaysia dalam 

mengadopsi akuntansi mudharabah. Permasalahan 

tersebut timbul akibat perbedaan perlakuan akuntansi 

antara pembiayaan mudharabah produktif dan 

konsumtif, serta adanya disparitas pengungkapan 

informasi terkait mudharabah dalam laporan 

keuangan. Secara umum, penggunaan standar syariah 

sesuai untuk praktik pencatatan akuntansi dan 

pelaporan transaksi mudharabah oleh bank syariah 

Malaysia. Namun demikian, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan: koordinasi dalam perlakuan 

akuntansi dan pengungkapan mudharabah secara terus 

menerus dalam laporan keuangan. Inisiatif dan upaya 

berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas praktik 

akuntansi mudharabah akan menjadi sangat penting. 

Hal ini penting karena tidak hanya memastikan 

kepatuhan terhadap hukum Syariah tetapi juga 

menjamin transparansi pelaporan keuangan dalam 

sektor perbankan syariah Malaysia. 

3.3. Persamaan Penerapan Akuntansi Syariah 

atas Transaksi Mudharabah 

Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah 

Akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah, 

Indonesia dan Malaysia serupa. Di Indonesia, PSAK 

105 dan MFRS 128 di Malaysia mengakui 

pembiayaan mudharabah sebagai aset ketika dana 

diserahkan kepada mudharib yang merupakan 

pengelola dana  (Z. Arifin et al., 2022). Pengukuran 

awalnya adalah pada jumlah dana yang diserahkan 

oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada mudharib, 

hal ini juga sesuai dengan akuntansi syariah yang 

menilai pengakuan harta berdasarkan substansi lebih 

dari sekedar bentuk (Cahyandari et al., 2023) 

Pembagian Keuntungan dan Kerugian 

Proporsi bagi hasil merupakan dasar pembagian 

keuntungan dan kerugian dari pembiayaan 
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mudharabah yang diidentikkan dengan nisbah bagi 

hasil yang telah disepakati sebelumnya antara 

shahibul maal dan mudharib. Prinsipnya adalah 

apabila suatu kerugian terjadi bukan karena kesalahan, 

kelalaian, atau pelanggaran pihak mudharib, maka 

kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana 

(shahibul maal) seperti yang diamati dari Indonesia 

dan Malaysia, serta dirinci dalam (Ismal, 2011),  

(Rusydiana et al., 2022), (Maulida et al., 2022) dan 

Sari dkk. (2021). Hal ini menunjukkan prinsip 

pembagian risiko dalam pembiayaan mudharabah. 

Penyajian dan Pengungkapan 

Indonesia dan Malaysia menunjukkan kesamaan 

dalam penyajian dan pengungkapan. Pembiayaan 

mudharabah digambarkan sebagai investasi yang 

tidak dikaitkan dengan sisi aset dalam laporan 

keuangan bank syariah , sebuah observasi yang 

didokumentasikan (Astuti & Yulianto, 2016) dan 

(Mahmood et al., 2021). Selain itu, rincian mengenai 

pembiayaan mudharabah merupakan informasi yang 

harus diungkapkan oleh bank syariah seperti jumlah 

pembiayaan, nisbah bagi hasil, dan catatan terkait 

lainnya dicatat oleh (Riyanti & Sukirman, 2019) dan 

(Yusoff et al., 2022). Tujuan keterbukaan ini adalah 

memberikan transparansi informasi kepada pemangku 

kepentingan. 

3.4. Perbedaan Penerapan Akuntansi Syariah atas 

Transaksi Mudharabah 

Perlakuan Kerugian 

Penerapan akuntansi syariah untuk transaksi 

mudharabah di Indonesia dan Malaysia mempunyai 

persamaan namun juga mempunyai perbedaan. Salah 

satunya adalah cara penanganan kerugian. Di 

Indonesia, berdasarkan PSAK 105, kerugian yang 

disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran mudharib 

diakui sebagai kerugian bank  (Wahyudi et al., 2021); 

(Ismail & Yunus, 2022). Hal ini dikarenakan bank 

syariah berperan sebagai pemilik dana yang harus 

menanggung kerugian akibat kelalaian atau 

pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib. 

Sedangkan di Malaysia, menurut MFRS 128, kerugian 

yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran 

mudharib diakui sebagai kerugian mudharib (Nor & 

Ismail, 2021; Salman & Zeitun, 2016). Dalam hal ini 

mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang 

diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggarannya. 

Perlakuan Investasi Terikat 

Perbedaan lain seperti pembiayaan terikat 

(mudharabah muqayyadah) diperlakukan berbeda 

antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia 

berdasarkan PSAK 105, pembiayaan mudharabah 

terikat ditunjukkan secara berbeda dari pembiayaan 

mudharabah tidak terikat, seperti yang dilaporkan oleh 

(Juniarty et al., 2018)dan (Junaidi et al., 2021). 

Tujuannya adalah untuk menawarkan informasi yang 

lebih rinci kepada pengguna laporan keuangan. 

Namun, di Malaysia berdasarkan MFRS 128, 

pembiayaan mudharabah terikat dan tidak terikat 

disajikan dalam pendekatan gabungan menurut 

Mahmood dkk. (2021) dan Yusoff dkk. (2022). 

Perbedaan ini berimplikasi pada transparansi 

informasi terkait pengelolaan dana mudharabah 

terikat. 

Pengungkapan 

Selain itu, terdapat disparitas dalam 

pengungkapan rincian pembiayaan mudharabah. Bank 

syariah di Indonesia harus mengungkapkan lebih 

banyak informasi yang mencakup rasio bagi hasil dan 

alasan pembentukan cadangan kerugian berdasarkan 

PSAK 105 (Riyanti & Sukirman, 2019; (Rahmawati 

et al., 2022)  bertujuan untuk pemahaman yang lebih 

baik oleh pengguna laporan keuangan. Di sisi lain, 

pendekatan Malaysia cenderung menjaga informasi 

tersebut tetap rendah sehubungan dengan MFRS 128 

(Mohd Nor et al., 2021; Yusoff et al., 2022). Variasi 

ini dapat mempengaruhi tingkat transparansi dan 

akuntabilitas bank syariah di Malaysia. Pada sektor 

perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, 

penerapan akuntansi syariah untuk transaksi 

mudharabah menunjukkan berbagai persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya antara lain pengakuan dan 

pengukuran mudharabah, pembagian keuntungan dan 

kerugian, serta penyajian plus pengungkapan. Di sisi 

lain, perbedaan terlihat pada perlakuan kerugian 

maupun perlakuan terhadap investasi terikat serta 

keterbukaan informasi terkait pembiayaan 

mudharabah. Pengakuan atas persamaan dan 

perbedaan ini akan membantu bank syariah di kedua 

negara untuk mengadopsi praktik akuntansi syariah 

berdasarkan standar dan peraturan mereka (Antonio et 

al., 2021; Rusydiana et al., 2022). 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan 

dalam penerapan akuntansi syariah atas transaksi 

mudharabah antara perbankan syariah di Indonesia 

dan Malaysia. Kedua negara sama-sama menerapkan 
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pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi 

mudharabah yang berpedoman pada standar akuntansi 

syariah masing-masing. Namun, terdapat perbedaan 

dalam hal regulasi, praktik implementasi, serta 

pengungkapan informasi terkait transaksi mudharabah 

di laporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya 

kebutuhan untuk terus menyempurnakan penerapan 

akuntansi syariah, khususnya pada produk 

mudharabah, agar dapat meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah di industri perbankan syariah di kedua negara. 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan 

penelitian empiris yang lebih luas dengan 

mengumpulkan data primer melalui wawancara atau 

survei kepada praktisi perbankan syariah, auditor dan 

pemangku kepentingan laiinya. Hal ini akan 

menjelaskan lebih mendalam tentang penerapan 

akuntansi syariah dalam transaksi mudharabah di 

lapangan. 
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